JUKLAK SPI SATKER PERKEBUNAN
     

 (
DINAS PERTANIAN
PROVINSI KEPULAUAN 
BANGKA BELITUNG
1
9
JUKLAK 
SPI
 SATKER PERKEBUNAN
PERENCANAAN
)




BAB I 
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP), maka satuan kerja dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tuujuan organisasi.
Menurut PP tersebut, Sistem Pegendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas 5 (lima) unsur yaitu a). Lingkungan Pengendalian; b) Penilaian Koreksi; c) Kegiatan pengendalian d) Informasi atau komunikasi; dan e) Pemantauan pengendalian Intern. Penerapan unsur-unsur SPI sebagaimana dimaksud di atas harus dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Terkait dengan PP tersebut dinas pertanian menerapkan apa yang menjadi pedoman umum Direktorat Jenderal Perkebunan dengan menerapkan Indikator keberhasilan kegiatan SPI  adalah (a). berjalannnya program dan kegiatan pembangunan perkebunan secara efektif, efisien, ekonomis dan tertib sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku; (b). tercapainya target yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK); dan (c). minimalnya temuan hasil pemeriksaan, baik temuan administrasi maupun kerugian Negara.
Meskipun SPI itu sangat penting namun sampai dengan saat ini belum banyak dimengerti dan disadari oleh jajaran pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan sistem  pengendalian intern sehingga masih ada temuan dari hasil pemeriksaan. Untuk itu dalam rangka menghindari dari penyimpangan perlu dibentuk Tim Pengendalian Intern yang memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas dan efisinsi kegiatan, keandalan pelaporan dan ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

B. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Petunjuk Pelakasanaan (Juklak) SPI kegiatan Perkebunan Tahun 2019 bertujuan untuk:
1. Mewujudkan pelaksanaan pengendalian kegiatan Perkebunan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang handal pengamanan asset negara dan taat terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan kegiatan perkebunan dan mengatasi secara dini permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat dicari solusi pemecahannya;
3. Memberikan panduan bagi unit kerja perkebunan dalam melaksanakan SPI kegiatan perkebunan.

2. Sasaran
Adapun sasaran penyusunan Juklak SPI ini adalah:
1. Tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan perkebunan secara efektif, efisien, transparan  dan akuntabel;
2. Terciptanya peningkatan akuntabilitas kinerja perkebunan provinsi dan kabupaten;
3. Tercapainya peningkatan manajemen perkebunan  provinsi/ kabupaten.


C. Dasar Hukum
Adapun dasar hukum dari penyusunan Petunjuk pelaksanaan SPI satker Perkebunan adalah:
1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60  Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan /OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
4. Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2018.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pengendalian ini pada kegiatan satker perkebunan yang ada di wilayah Kerja Provinsi dan Kabupaten yang ada di Bangka Belitung meliputi:
1. Lingkup Pengendalian
	Pimpinan dan seluruh pegawai satker perkebunan harus mampu menciptakan dan memelihara lingkungan yang kondusif diseluruh lingkungan organisasi yang menimbulkan prilaku positif dan mendukung pelaksanaan system pengendalian intern dan menajemen yang sehat. Terbentuknya system pengendalian intern pemerintah yang baik, lingkungan pengendalian memerlukan struktur organiasi,SDM, kebijakan dan prosedur.
2. Penilaian Resiko
Pimpinan dan penanggungjawab kegiatan wajib melakukan penilaian resiko (titik-titik kritis) kegiatan dengan melakukan identifikasi resiko dan penanganan resiko dengan memperhatikan faktor-faktor internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang mengakibatkan kerugian Negara.
3. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan kebijakan dan prosedur telah dilaksanakan oleh semua personil untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan sehingga pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
4. Informasi dan komunikasi 
Informasi harus dicatat, diolah dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan unit kerja harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, mengelola, mengembangkan dan memperbarui system informasi secara terus menerus. Infomasi disajikan dalam bentuk tertentu dan disampaikan melalui sarana yang memadai serta tepat waktu, sebagai umpan balik (feedback) dan dasar pengambilan keputusan bagi pimpinan dan para pemangku kepentingan (stakeholder).
5. Pemantauan Pengendalian Intern
	Pemantauan pengendalian dapat dilakukan melalui pemantuan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut hasil audit.Hal tersebut dilakukan untuk pengendalian dan meniai capaian kinerja, secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu serta memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya untuk segera ditindaklanjuti.





E. STRUKTUR ORGANISASI SATLAK SPI


F. TUGAS SATLAK SPI :
1. Menilai, menguji, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan pembinaan serta penyusunan laporan atas Pelaksanaan Pengendalian Intern;
2. Menyusun Rencana Kerja pengendalian intern;
3. Melaksanakan pendampingan Pemeriksaan;
4. Pemantauan dan Evaluasi penyesuaian Tindak Lanjut Hasil Audit;
5. Melaksanakan Penilaian dan Pengujian kinerja Lingkup Intern satuan kerja;
6. Melaksanakan Penilaian dan Pengujian Pengelolaan Program, Kegiatan, Keuangan, Pengadaan barang dan jasa serta SAI pada Tingkat Unit Kerja/ UPT;
7. Melaksanakan Penilaian & Pengujian atas penyusunan Lakip.
8. Membina pelaksanaan SPI melalui Penyusunan Pedoman, Juklak, Juknis dan SOP.
9. Membina dan Menilai pelaksanaan SPI di Unit Kerja / UPTD melalui Koordinasi dan Pemantauan di lapangan.
10. Melaporkan hasil pelaksanaan SPI kepada Kadin yang memuat rekomendasi konkrit atas perbaikan pelaksanaan program, kegiatan, anggaran SAI dan laporan keuangan serta saran dan penghargaan atas prestasi kerja dan sanksi terhadap penyimpangan.



























BAB II. 
LINGKUNGAN PENGENDALIAN

A. Pelaksanaan Pengendalian pada Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern, dimana di dalamnya telah terbangun sistem pengendalian intern yang efektif yang melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Guna mendukung terbentuknya sistem pengendalian intern pemerintah yang baik, lingkungan pengendalian memerlukan :
1. Organisasi
Pengorganisasian mencakup proses pembentukan organisasi yang efektif dan efisien, penyusunan struktur, rincian tanggung jawab, penetapan kompetensi pejabat, dan rentang kendali antara pimpinan/penanggunjawab operasional suatu program/kegiatan. Melalui pengorganisasian, bentuk organisasi pemerintah dapat didesain sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan. Kemampuan menyesuaikan diri dan tanggap terhadap adanya suatu perubahan, merupakan salah satu ciri dari good governance. Pengorganisasian yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Mengacu pada upaya menciptakan organisasi yang efektif dan efisien;
b. Struktur organisasi harus mengacu pada visi, misi dan tujuan organisasi;
c. Wewenang tanggung jawab untuk masing-masing jabatan harus seimbang dengan tugas dan fungsinya;
d. Penetapan pejabat harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (kompetensi) untuk masing-masing jabatan;
e. Pendelegasian wewenang harus diikuti dengan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembentukan struktur organisasi sekurang-kurangnya dilakukan dengan :
a. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan unit kerja;
b. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam unit kerja;
c. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam unit kerja;
d. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
e. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja bidang Perkebunan pada dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
Bidang Perkebunan, membawahi :
· Seksi Produksi Perkebunan
· Seksi Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan
· Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan





2. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumberdaya manusia (personil) merupakan subsistem dalam suatu organisasi yang diciptakan sebagai upaya agar para pegawai dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi, termasuk didalamnya usaha untuk meningkatkan kemampuan, semangat dan gairah kerja serta disiplin dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan pengelolaan personil secara kontinyu dan konsisten, diharapkan produktivitas pegawai akan meningkat, sehingga tujuan organisasi yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Untuk dapat menciptakan sistem pembinaan karier pegawai, perlu dirancang pola karier pegawai yang sesuai dengan misi organisasi, budaya organisasi dan kondisi perangkat pendukung sistem kepegawaian yang berlaku, sesuai dengan peraturan perundangan pegawai negeri sipil yang berlaku. Sistem pembinaan karier pegawai diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan organisasi dan individu, yang mencakup aktivitas yang sangat luas. Aktivitas yang perlu diperhatikan sekurang-kurangnya dimulai dari pola rekruitmen, pembinaan, penghargaan dan sanksi, pengembangan kode etik PNS dan pemberhentian pegawai sesuai dengan PP 53 Tahun 2010.

3. Kebijakan
Pimpinan unit kerja dalam melaksanakan programnya wajib memiliki kebijakan (ketentuan hukum) yang dapat dijadikan landasan bagi pelaksana dalam penyelenggaraan kegiatan. Dalam penyusunan kebijakan agar memperhatikan prinsip prinsip rasionalitas, prinsip efektifitas, prinsip efisiensi, dan prinsip produktivitas, Kebijakan merupakan salah satu sarana pengendalian Intern Pemerintah untuk memandu pelaksanaan program/kegiatan mengarah pada tujuan yang harus dicapai, dengan menjelaskan secara rinci hal-hal yang dilakukan.
Kebijakan merupakan pedoman yang didokumentasikan dan berlaku pada setiap aktivitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan program/kegiatan. Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dalam menyusun kebijakan adalah:
a. Mengacu pada tujuan yang ditetapkan oleh Gubernur kepulauan Bangka Belitung yaitu Renstra Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
b. Masing-masing unit kerja lingkup Dinas Pertanian Provinsi Bangka Belitung, termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) maupun Satuan Kerja (Satker) dalam menyusun kebijakan mengacu pada program yang ditetapkan.
c. Mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi terhadap pelaksanaan program/kegiatan.
d. Dibuat secara tertulis dan jelas pada setiap program/kegiatan.
e. Dapat secara efektif dikomunikasikan kepada seluruh personil dalam lingkup Bidang- Bidang Dinas / Satker/ UPTD.
f. Dapat memberikan motivasi pencapaian tujuan, program atau target.
g. Ditinjau kembali secara berkala untuk diselaraskan dengan perubahan lingkungan.
h. Transparan dan dapat menjadi sarana komunikasi timbal balik antara atasan dan bawahan.
i. Dapat meningkatkan disiplin kerja para pegawai.
j. Konsisten dengan tujuan organisasi.

4. Prosedur
Prosedur adalah rangkaian (urut-urutan) dari beberapa perintah atau statemen atau aturan yang mewakili aktivitas, yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang dengan peralatan dan waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan kebijakan pimpinan. Prosedur harus dibuat sederhana dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi, ditetapkan secara tertulis, mudah dipahami, dan disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan guna memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa (stakeholders). Pimpinan unit kerja perlu membuat prosedur kerja sebagai sarana pengendalian intern. Penyusunan prosedur dan implementasinya perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Dapat menguraikan tahapan secara rinci target, waktu dan keluaran (output) yang diharapkan sesuai dengan masing-masing tahapan.
b. Prosedur harus memiliki tujuan yang dapat diidentifikasi secara jelas.
c. Pengorganisasian prosedur harus dapat menunjang tercapainya tujuan.
d. Penyusunan prosedur harus didukung dengan kebijakan yang memadai.
e. Peraturan perundang-undangan yang terkait harus dipertimbangkan dalam penyusunan prosedur.
f. Penempatan personil dalam pelaksanaan prosedur harus memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya.
g. Prosedur harus dibuat sederhana, efisien, fleksibel kecuali untuk kegiatan yang bersifat mekanis maupun teknis.
h. Kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah di dalam prosedur harus terkoordinasi dan terdapat pengecekan internal di dalamnya.
i. Dituangkan secara tertulis dan mudah dimengerti, serta dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait.
j. Hasil pelaksanaan prosedur harus dibuatkan laporannya dan dilakukan reviu secara berkala.

B. Sarana Penilaian Lingkungan Pengendalian
Penilaian unsur lingkungan pengendalian yang meliputi organisasi, prosedur, sumberdaya manusia, dan kebijakan dilakukan untuk mengukur tingkat efektifitas lingkungan pengendalian yang telah dibangun. Untuk memberi keyakinan bahwa lingkungan pengendalian suatu Unit Kerja (UK)/Satuan Kerja (Satker) telah tepat dan memadai untuk mendukung implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diperlukan sarana penilaian.























BAB III
SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai unruk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dan transparan, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
		Petunjuk pelaksana SPI perkebunan disusun sebagai sarana pengendalian pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Adapun komponen petunjuk pelaksanaan SPI kegiatan perkebunan meliputi kelima unsur system pengendalian intern, sebagaimana telah diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008, sebagai berikut:
A. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern, dimana didalamnya terbangun system pengendalian intern yang efektif dan melekat sepanjang kegiatan dipengaruhi oleh sumber daya manusia  serta hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak. Guna mendukung terbentuknya system pengendalian intern pemerintah yang baik, lingkungan pengendalian memerlukan:
1. Organisasi
Organisasi pelaksana kegiatan perkebunan dibentuk secara berjenjang baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota. Setiap jenjang organisasi memiliki kewenangan masing-masing.Tim yang telah ditetapkan wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.
	Adapun organisasi pelaksana kegiatan perkebunan sebagai berikut:
1.1 Tim Pembina Tingkat pusat
Tim Pembina Tingkat pusat adalah pimpinan pada direktorat Perkebunan dan mempunyai tugas antara lain:
a. Menyusun pedoman pelaksana/ pedoman teknis dan pola pemberdayaan;
b. Menggalang kemitraan dengan provinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan pemantauan/ pengendalian dan evaluasi;
c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan belanja pengelola;
d. Menyusun SK Tim Pembina pusat.

1.2 Tim Pembina  dan Tim Teknis tingkat provinsi
Tim Pembina dan Tim Teknis tingkat provinsi terdiri atas unsur dinas pertanian provinsi, UPT lingkup pertanian, seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Perguruan Tinggi, asosiasi profesi, serta organisasi petani dan masyarakat, LSM, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Provinsi antara lain:
a. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan (mengacu pada pedoman pusat).
b. Melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi di tingkat provinsi.
c. Seleksi dan verifikasi terhadap usulan calon kelompok sasaran/ CPCL.
d. Menetapkan penerimaan barang (SK  Penetapan dan SK Pengesahan).
e. Melakukan pengadaan kegiatan perkebunan baik secara lelang umum/ e-tendering, pengadaan langsung, Penunjukan langsung dan e-purchasing.
f. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis kabupaten/ kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan.
g. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis kabupaten/ kota dalam membantu mengatasi permasalahan di lapangan.
h. Menyusun laporan pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan perkebunan serta meyampaikan ke direktorat Jenderal Perkebunan.
i. Menyusun dokumen pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Provinsi.
1.3. 	Tim Teknis Tingkat Kabupaten/ Kota
Tim teknis kabupaten/ kota yaitu tim teknis yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/ walikota setempat atau kepala dinas pertanian kabupaten.
Tim teknis kabupaten/ kota beranggotakan dinas pertanian kabupaten, instansi terkait, lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/ kota, perguruan tinggi, organisasi petani/ petani ahli/ asosiasi petani, LSM sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
Tugas Tim Teknis kabupaten/ kota antara lain:
a. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran
b. Melakukan bimbingan teknis, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi.
c. Membuat laporan hasil pemantauan/ pengendalian dan evaluasi
d. Menyusun SK Tim Teknis Kabupaten/ kota

2. Kebijakan
Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan pimpinan yang tertuang dalam dokumen resmi terkait kegiatan pengelolaan pengadaan barang/jasa perkebunan.
Kebijakan tersebut harus dikeluarkan di awal tahun anggaran dan di pedomani oleh seluruh petugas dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa perkebunan. Kebijakan tersebut antara lain:
a. Pedoman pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang tetapkan direktur Jenderal Perkebunan.
b. Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan perkebunan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perkebunan.
c. Petunjuk pelaksanaan kegiatan perkebunan yang ditetapkan Dinas Provinsi.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)
Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan prilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya, melalui:
a. Penegakkan integritas dan nilai etika
b. Komitmen terhadap kompetensi
c. Kepemimpinan yang kondusif
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan efisien
h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 

Penunjukan petugas pelaksana (pusat dan daerah) kegiatan Perkebunan mempertimbangkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Penunjukan personil di dasarkan pada kriteria sebagai berikut:
a. Petugas pusat memiliki kompetensi dalam kegiatan pengelolaan perkebunan.
b. Petugas dinas pertanian yang menangani kegiatan pengelolaan perkebunan ditingkat provinsi dan kabupaten/ kota harus memahami aspek teknis dan administrasi pengelolaan dana dengan pola pengelolaan.
c. Koordinator lapangan pada kegiatan pengelolaan perkebunan harus menguasai teknis kegiatan dan administrasi pengelolaan dana dengan pola pengelolaan.

Apabila petugas atau pegawai yang akan ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan belum memiliki kompetensi, maka perlu dilakukan pelatihan atau bimbingan untuk membantu pegawai dalam mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya.
4. Prosedur
Prosedur adalah rangkaian dari beberapa perintah atau statement atau aturan yang mewakili aktivitas, yang dilakukan oleh suatu atau beberapa orang dengan peralatan dan waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan kebijakan pimpinan. Untuk memperlancar kegiatan pengelolaan perkebunan telah ditetapkan beberapa mekanisme yang harus dijadikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang diharapkan. Mekanisme yang disusun telah dituangkan dalam pedoman tekhnis pengelolaan perkebunan, yaitu (1).Mekanisme penyaluran belanja bantuan pengadaan barang kepada petani, (2).Prosedur pengajuan dan penyaluran bantuan sosial berupa barang, (3).Prosedur pemanfaatan bantuan barang, dan (4).Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

B. Penilaian Resiko
Resiko didefinisikan sebagai kemungkinan (probability) kejadian merugikan atau secara umum proses penilaian resiko meliputi identifikasi resiko dan analisa resiko. Jika disederhanakan bahwa penilaian resiko merupakan proses penilaian “titik-titik kritis” kegiatan yang berpotensi dapat menghambat atau menggagalkan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan atau mengakibatkan kerugian Negara.
Hal penting yang harus diperhatikan didalam melakukan penilaian resiko, pimpinan harus memperhatikan tujuan instansi dan tujuan pada tingkat kegiatan, dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan (Renstra).Resiko dapat terjadi pada setiap tahapan kegiatan. Resiko yang tidak dapat dideteksi atau dapat dikelola dengan baik akan mengakibatkan tujuan dari kegiatan yang telah ditetapkan tidak tercapai dari kegiatan yang telah ditetapkan tidak tercapai secara optimal. Setiap pimpinan instansi wajib melakukan penilaian resiko.
1. Identifikasi Resiko
Identifikasi resiko dilaksanakan dengan:
a. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komperehensif.
b. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan internal.
c. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

Resiko yang terjadi pada kegiatan pengelolaan perkebunan dapat terjadi ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tahun Anggaran 2019, terdapat beberapa simpul kritis dalam pengelolaan belanja bantuan yaitu:
1. Sosialilsasi (Tim pengarah/ Pembina di pusat/ provinsi dan Tim teknis Provinsi).
2. Persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok
3. Pengadaan barang/jasa
4. Kebenaran dan ketepatan pemanfaatan dana belanja pengeloaan yang dilakukan oleh poktan dan tim pengadaan barang dan jasa.
5. Penyedia yang tidak bisa memenuhi standar teknis barang/jasa.
6. Pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pertanggung jawaban output.

2. Analisa Resiko
Analisa resiko dilakukan untuk menentukan dampak resiko yang dapat menimbulkan terjadinya kerugian Negara atau gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan, penyebab yang paling hakiki terjadinya resiko dan upaya penanganannya, berdasarkan tahapan kegiatan. Pimpinan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat  resiko yang dapat diterima. Setelah dilakukan analisa resiko dan menentukan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan perkebunan, maka perlu dilakukan penanganan resiko dan evaluasi resiko.
a. Penanganan resiko
Penanganan resiko dilakukan atas hasil analisa resiko melalui penetapan kebijakan (regulasi), prosedur (SOP), pengembangan kompetensi pegawai dan pengembangan perkebunan. Berdasarkan hasil identifikasi, analisa dan penanganan resiko kegiatan pengelolaan perkebunan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat dikemukakan sebagai berikut:
b. Evaluasi resiko
Evaluasi resiko dimaksudkan untuk menilai efektivitas penilaian resiko (identifikasi, analisa dan pengelolaan resiko) yang telah dilaksanakan, guna mengetahui hambatan/ kendala pada saat penanganan resiko.Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai umpan balik (feedback) bagi pimpinan dalam mengambil keputusan (decision making) dan bahan perancangan dan mekanisme penanganan resiko kedepannya.
c. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan Pengendalian merupakan unsur yang sangat strategis dan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan SPI.Kegiatan pengendalian dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pemanfaatan perkebunan dan berjenjang mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota.
Pimpinan wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi, penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pengelolaan perkebunan
2. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko
3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus dari kegiatan pengelolaan perkebunan.
4. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
5. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis
6. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan perkebunan masih sesuai dan berfungsi    seperti yang diharapkan.
7. Hasil pengendalian harus dapat memberikan rekomendasi sehingga kegiatan berjalan sesuai yang diharapkan. 








	
BAB IV
MEKANISME SISTEM PENGENDALIAN INTERN 


A. Pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern (SPI) akan berjalan sesuai dengan fungsinya apabila pelaksanaan SPI mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah yang dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan, dan implementasi SPI dan tahap monitoring dan evaluasi dilakukan dengan baik. Pada tahap pelaksanaan harus berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat dengan memperhitungkan waktu pelaksanaan, ketentuan yang dibuat, tepat dalam perhitungan harga, tepat dalam jumlah dan kondisi dilapangan sehingga terhindar terhadap potensi penyimpangan.
Dalam menentukan tingkat resiko perlu dilakukan identifikasi awal terhadap resiko berupa titik-titik kritis yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan analisis resiko pada setiap kegiatan. Penilaian resiko pada tahap pelaksanaan meliputi ketepatan dalam menetapkan pengelola administrasi dan teknis kegiatan dan konsistensi dalam melaksanakan sesuai dengan rencana kerja  (juklak, juknis atau SOP). Berdasarkan penilaian resiko tersebut dibuat daftar resiko yang memuat tiga hal penting yaitu pernyataan resiko, penyebab resiko dan dampak resiko.
Dengan mangacu daftar resiko yang telah ditetapkan, disusun rencana upaya-upaya tersebut diarahkan untuk mengeliminasi penyebab terjadinya resiko, selanjutnya dituangkan dalam daftar penanganan resiko yang dapat dibuat secara terpisah atau digabungkan dengan daftar resiko.
Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme pelaksanaan pelelangan umum/ e-tendering yaitu:
a. Penyiapan dokumen kegiatan dan anggaran, deskripsi resiko yaitu: apakah ada keterlambatan kesiapan anggaran untuk mendukung pelaksaann kegiatan, apakah ada revisi POK/ DIPA dalam menunjang pengadaan;
b. Penyiapan data dukung penyusunan kegiatan, deskripsi resiko yaitu: apakah ada keterlambatan penyiapan kriteria teknis dan tidak tepatnya alokasi bantuan;
c. Penyiapan data, deskripsi resiko yaitu: tidak tepatnya identifikasi kebutuhan;
d. Penempatan angaran, deskripsi resiko yaitu: apakah belanja sesuai dengan jenis belanjanya;
e. Penyusunan petunjuk dan pelaksanaan tehnis , deskripsi resiko yaitu: tidak terselesainya juklak dan juknis;
f. Sosialisasi kegiatan. deskripsi resiko yaitu: tidak adanya pemahaman yang sama antara pusat dan daerah;
g. Usulan CPCL, deskripsi resiko yaitu: terlambat masuk usulan dari kabupaten/ kota;
h. Identifikasi dan CPCL, deskripsi resiko yaitu:kurang telitinya petugas dalam mengidentifikasi CPCL;
i. Penentuan Gapoktan/ poktan, deskripsi resiko yaitu: kurang memperhatikan ketentuan dalam pemilihan penerimaan bantuan;
j. Penetapan serta pengesahan CPCL, deskripsi resiko yaitu: kesalahan dalam SK penetapan CPCL oleh PPK serta pengesahan oleh SK Kadis;
k. Pengajuan RUK, deskripsi resiko yaitu: RUK tidak sesuai dengan pedoman teknis dan kebutuhan poktan;
l. Penyusunan KAK, deskripsi resiko yaitu: KAK tidak sesuai dengan pedoman teknis;
m. Usulan penetapan harga ke tim ULP disesuaikan dengan harga e-catalog, deskripsi resiko yaitu: harga yang ditetapkan sesuai standard dan kelayakan.


B. Pemantauan dan Evaluasi resiko
Pemantauan dan evaluasi merupakan proses penelusuran dan evaluasi yang sistematis dari hasil kerja proses penanganan resiko dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi penanganan resiko yang lebih baik di kemudian hari dan meminimalisasi resiko pelaksanaan kegiatan. 
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPI dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan, permasalahan, kendala dan solusi penyelesaian serta tingkat keberhasilan yang telah dicapai.Pemantauan dan evaluasi resiko dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan.Pemantauan yang dilakukan terus-menerus terhadap seluruh pelaksanaan tugas pokok instansi pemerintah sejak tahap perencanaan, sebagai salah satu bentuk pengarahan dan penjagaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, agar tetap berjalan sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi resiko diarahkan pada penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
		
C. Pengendalian
Pengendalian merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan SPI mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah yang dimulai dari tahap persiapan, penyusunan dan implementasi SPI dan tahap monitoring dan evaluasi.
Kegiatan utama pengendalian dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi seluruh personil serta dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap potensi penyimpangan atau titik-titik kritis kegiatan hasil analisis resiko.
Aktivitas pengendalian dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu: (a). Pengendalian langsung terhadap potensi penyimpangan disesuaikan dengan titik-titik kritis, dimana potensi terjadinya masalah dan (b). pengendalian secara institusi yang disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta hasil evaluasi keefektifan pelaksanaan kegiatan.
Mekanisme pengendalian Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan selama semesteran (2 Kali) dalam setahun 


D. Pelaporan
Pelaporan SPI ini, merupakan bentuk penyampaian informasi kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan sampai pada akhir pelaksanaan, sehingga melalui laporan akan dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilannya.
Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang perkembangan penerapan SPI masing-masing satker.Penulisan laporan harus singkat, sistematis dan jelas dengan kualitas dapat dimengerti, relevan dan dapat dipercaya.Pelaporan dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
		






BAB V
PENUTUP



Dengan tersusun nya petunjuk pelaksanaan ini ( JUKLAK ) Perkebunan untuk tahun anggaran 2019, memberikan arahan dalam pelaksanaan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi dan monitoring pada satker Perkebunan tahun anggaran 2019. 
	Demikian semoga menjadi perhatian semua pihak dalam menjalan kan tugas dan fungsinya untuk dapat berjalan optimal dan memberikan nilai tambah yang baik dalam pelaksanaan satker Perkebunan di tahun anggaran 2019 dan tahun 2020.
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